QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

- KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
- WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip fransparan dan

akuntabilitas:

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka periu mengatur
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuer.

| MenQingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1103);

2. Undang ... &



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian -
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara -
Nomor 3401) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian {Lembaran Négara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ‘(Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) sebagaimana ielah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 {Lembaran Négara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963},

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang . & .......
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10.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara |
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentangy Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 fentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentahg Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahur 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahar Aceh
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/
Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran

Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3160);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah  Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3852);

12. Peraturan . &........
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan -
Keuangan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 410, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614),

Peraturan Menteri Dalam’ Negeri Nomor 3 Tahun- 2005 tentang Fedoman

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kebupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis da'
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedt:

Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 20086 tentang Lembarari

Daerah dan Berita Daerah.

Dengan ... T c..owsiens



" Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BIREUEN

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan .

.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Bireuen;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bireuen;

Biaya Operasional adalah biaya unfuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya

pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan
kesejahteraan;

Biaya penunjang Operasinal adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen;



BAB I

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2
(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara,

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

. Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya
.sebagai Pegawai Negeri.

(2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan
pangkatnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(3) Kepala Daerah atau Wakit Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Neger

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti-dengan hormat dari
jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB..0% .



BAB il

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji
pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain.

(2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundeang-
undangan yang berlaku.

(3) Tunjangan jabatan dan tunjanéan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan
atau fasilitas rangkap Negara.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 6

(1) Kepada Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing
sebuah rumah jabatan dan perlengkapan, sebuah kendaraan dinas beserts
biaya pemeliharaannya.

(2) Kepala... %z ..o,



(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib _'
menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perfengkapannya serta
kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan

dalam keadaan baik kapada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari
Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
disediakan biaya operasional sebagai berikut :

a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah
tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli
barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; ‘

¢. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-harang

inventaris yang dipakai atau dipergunakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan

kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

e. blaya... T o



e. biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, _'

perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;

f. biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas

dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

g. biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya:

Pasal 8

(1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, sebagai
berikut:,

a.

sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi

- sebesar 3%;

di atas Rp. & milyar s/d Rp. 10 milyar pafing rendah Rp. 150 juté dan
paling tinggi sebesar 2%;

di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan
paling tinggi sebesar 1,50%;

di atas Rp. 20 milyar sid Rp. 50 milyar pafing rendah Rp. 200 juta dan
paling tinggi sebesar 0,80%; '

di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan
paling tinggi sebesar 0,40%; _

di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta'dan paling tinggi sebesar
0,15%;
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(1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayét (1).
dipergunakan untuk :

a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif:

b. penanggulangan kerav/anan sosial masyarakat;
C. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan
kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal
8 dibebankan kepada APBD.

Pasal 10

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang

ditetapkan dalam Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
| BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

. Ditetapkan di Bireuen
: pada g_angga_.l_% 8 Februari 2007

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal,;:':{l_Zj-}Eebru\iri 2007

HA§A§{B&GRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMQR 4

-y

At
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PENJELASAN

ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

UMUM :

Sistern penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, dilaksanakan berdasrkan azas Otonomi dan tugas
pembantuan dalam bentuk Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalém rangka penyelenggaraan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dagrah mempunyai peranan yang
sangat strategis di bidang penyzlenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Roda
Pemerintahan di Daerah.

Oleh Karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat
Negara perlu diberikan gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan
kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung
dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka
koordinasi, penanggulangan kerawanan sjbsial masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain
yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai

melalui APBD.
Pengaturan ... ..c.....
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Pengaturan biaya operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atés,

_disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan

Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehemiatan dan
dapat dipertanggung jawabkan.

Atas dasar hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, |

perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeran vang
ditetapkan dengan Qanun.

‘PASAL DEMi PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Kepala' Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat negara yang
*menjalankan' fungsi eksekutif dan tugas pokok berkaitan dengan

penyelenggaraan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1).-
Yang dimaksud dengan dibebaskan dari Jabatan Organiknya dalam ayat ini
adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatarn

dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal §
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Biaya pemeliharaan rumsh jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik,
- telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan
- keuangan Daerah, Apabila membutuhkan beberapa unit kenderaan dinas
untuk kelancaran tugas, maka dapat memanfaatkan kenderaan dinas lainnya
mitik Pemerintah Daerah,
Ayat (2)
Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada
Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah
bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang difakukan
oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran
Pemerintah Daerah. |
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Serah terima dimakstid selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak _-
yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

 Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip
penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Penyerahan kendaraan dinas paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak

yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 7

Hurufa : Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya
untuk rnenunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah
tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebatas
kemampuan keuangan Daerah,

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

. Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian
Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas
Upacara (PDU). -
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Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan koordinasi vertikal adalah koordinasi yang
dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah dengan
Pemerintah Pusat dan instansi vertikal di Daerah,
Koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Muspida.
Koordinasi sub ordinatif yaitu koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

" Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH'KABUPATEN BIREUEN NOMOR 4
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